SALINAN

BUPATI KAYONG UTARA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA

NOMOR 28 TAHUN 2024
TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS METROLOGI LEGAL PADA DINAS
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN,

Menimbang

Mengingat

DAN PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5
ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara
Nomor S Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah dan Pasal 24 Peraturan Bupati
Kayong Utara Nomor 11 Tahun 2024 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten
Kayong Utara, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis
Metrologi Legal pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan dalam rangka
peningkatan pelayanan kemetrologian serta
memperhatikan rekomendasi Gubernur Kalimantan
Barat Nomor 000.8.5/9/PROV tanggal 22 Maret 2024
hal Rekomendasi Pembentukan UPTD Metrologi Legal
pada Kabupaten Kayong Utara, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pembentukan  Unit
Pelaksana Teknis Metrologi Legal pada Dinas Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan
Perdagangan;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang
Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara
Rebuplik Indonesia Nomor 3193);



10.

0.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi
Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
sebagaimana telah diubah dengan  Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun
2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi
Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
451);

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2018
tentang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, Dan
Perlengkapannya yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
811);

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2018
tentang Tera dan Tera Ulang Alat-Alat Ukur, Takar,
Timbang, dan Perlengkapannya (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 812);

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 115 Tahun
2018 tentang Unit Metrologi Legal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1650);
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11. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Kayong Utara Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor
129) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara
Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Kayong Utara Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor
217);

12. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 11 Tahun 2024
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil
dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Kayong Utara (Berita Daerah Kabupaten
Kayong Utara Tahun 2024 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT

PELAKSANA TEKNIS METROLOGI LEGAL PADA DINAS
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.
3.

Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.

Bupati adalah Bupati Kayong Utara.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai wunsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan Kabupaten Kayong Utara.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah.

Dinas adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian,
dan Perdagangan Kabupaten Kayong Utara.

Metrologi Legal adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran,
metoda-metoda pengukuran, dan alat-alat ukur yang menyangkut
persyaratan berdasarkan Undang-Undang yang bertujuan melindungi
kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran.

Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal yang selanjutnya disebut UPT
Metrologi Legal adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional
dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas.
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Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang selanjutnya
disingkat UTTP adalah alat-alat sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.

Tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal
yang berlaku, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang
bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh
Penera berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang belum
dipakai.

Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah
atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan
tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan
oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian
yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya
yang telah ditera

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi
pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang
bekerja pada instansi pemerintah.

Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN
adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian
kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas
dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya
dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN
secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan
pemerintahan.

Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan
tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan
dan pembangunan.

Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki ASN pada
Pemerintah Kabupaten Kayong Utara.

Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan
tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada
keahlian dan keterampilan tertentu.

Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan
Fungsional pada Pemerintah Kabupaten Kayong Utara.

Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan
tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada
keahlian dan ketrampilan tertentu.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2
Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk UPT Metrologi Legal pada Dinas.
UPT Metrologi Legal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPT
kelas A.
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BAB III
KEDUDUKAN

Pasal 3

UPT Metrologi Legal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan di
bawah Dinas.

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 4
Susunan Organisasi UPT Metrologi Legal terdiri atas:
a. kepala UPT;
b. sub bagian tata usaha; dan
c. kelompok Jabatan Fungsional.
Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas.
Sub bagian tata usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
dipimpin oleh oleh kepala sub bagian tata usaha yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada kepala UPT.
Bagan susunan organisasi UPT Metrologi Legal sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Kepala UPT

Pasal 4

Kepala UPT Metrologi Legal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)

huruf a mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional pelayanan

Tera dan Tera Ulang UTTP, ketatausahaan serta pengawasan Metrologi

Legal.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala

UPT Metrologi Legal menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan program dan anggaran kegiatan UPT Metrologi Legal
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. pembinaan teknis di bidang kemetrologian;

c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pengembangan sumber daya
manusia Metrologi Legal,

d. penyusunan dan perumusan petunjuk teknis, standar operasional
prosedur, dan instruksi kerja pelayanan Tera dan Tera Ulang UTTP;

e. pelaksanaan fasilitasi surveillance dari kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan;

f. pelaksanaan fasilitasi kerja sama dengan pihak lain berkaitan dengan
Metrologi Legal,;



(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)
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g. pengelolaan sarana dan prasarana UPT Metrologi Legal sesuai
ketentuan;

h. pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, administrasi umum,
kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, dan kearsipan;

i. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan Metrologi
Legal; dan

j- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 5
Sub bagian tata usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)
huruf b mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan
perencanaan program, keuangan, kepegawaian, rumah tangga dan aset,
kearsipan dan dokumentasi, evaluasi dan pelaporan.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub
bagian tata usaha menyelenggarakan fungsi:
penyiapan bahan perencanaan program dan anggaran,;
pelaksanaan administrasi keuangan;
pelaksanaan administrasi kepegawaian;
pelaksanaan pengelolaan rumah tangga dan aset;
pelaksanaan kearsipan dan dokumentasi;
pelaksanaan evaluasi dan pelaporan; dan
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala UPT sesuai dengan
bidang tugasnya.

oo T

Paragraf 3
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 6
Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(1) huruf c terdiri atas berbagai jenis Jabatan Fungsional sesuai dengan
bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan
sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Jumlah kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis
jabatan dan beban kerja.
Tugas, jenis, dan jenjang kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.



(1)

(2)

(4)

(9)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

_7-

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 7
Kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai ASN
yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional diangkat dari Pegawai ASN
yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Pengangkatan dalam jabatan pada UPT Metrologi Legal memperhatikan
syarat dan kompetensi jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir, masa jabatan bagi
Pegawai ASN dalam suatu jabatan disesuaikan dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Formasi Pegawai ASN di lingkungan UPT Metrologi Legal disusun sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
TATA KERJA DAN LAPORAN

Bagian Kesatu
Tata Kerja

Pasal 8
Kepala UPT wajib melaksanakan tugas memimpin, membina, mengawasi,
mengendalikan, mengarahkan dan memberikan petunjuk kerja kepada
bawahannya.
Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Administrasi dan Pejabat
Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan
sinkronisasi, baik di lingkungan UPT Metrologi Legal, Dinas maupun
antar Perangkat Daerah lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Kepala UPT dan seluruh pejabat wajib melaksanakan fungsi pengawasan
pada UPT Metrologi Legal dan mengambil langkah-langkah yang
diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, UPT Metrologi Legal harus
menyusun peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja
yang efektif dan efisien di lingkungannya.
Kepala UPT harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di
lingkungannya untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme
akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan
pelaporan kinerja yang terintegrasi.
Kepala UPT bertanggung jawab memberikan petunjuk, bimbingan dan
mengawasi pekerjaan bawahan yang berada dalam lingkungannya.
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Bagian Kedua
Laporan

Pasal 9

(1) Kepala UPT wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya dan
memberikan penjelasan kepada kepala Dinas perihal kebijakan yang
ditetapkan.

(2) Kepala UPT wajib menyampaikan laporan kinerja kepada kepala Dinas
melalui bidang teknisnya secara tepat waktu yang disusun sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Setiap pejabat pada UPT Metrologi Legal wajib mematuhi kebijakan yang
ditetapkan dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas serta
memberikan penjelasan teknis atau keterangan kepada kepala UPT sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

(4) Setiap pejabat wajib mengolah laporan yang diterima secara berjenjang
dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi dan laporan dalam
memberikan saran pertimbangan kepada kepala UPT guna dijadikan
sebagai bahan perumusan kebijakan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 10
Pembiayaan UPT Metrologi Legal dibebankan pada:
a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

(1) Uraian jabatan untuk setiap jabatan pada organisasi UPT Metrologi Legal
ditetapkan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Bupati melalui Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang
organisasi memberikan asistensi dan fasilitasi terhadap penataan
organisasi UPT Metrologi Legal sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(3) Kepala UPT wajib memberikan dukungan dan kerja sama dalam kegiatan
pembinaan dan pengendalian organisasi UPT Metrologi Legal sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, agar seluruh pejabat
administrasi dan pejabat fungsional berpedoman pada ketentuan
peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada tetap
melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dibentuknya jabatan baru dan
diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.



BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong
Utara.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 26 September 2024
PENJABAT BUPATI KAYONG UTARA,

TTD
ALFIAN
Diundangkan di Sukadana

pada tanggal 26 September 2024

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAYONG UTARA,

TTD

RENE RIENALDY

BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2024 NOMOR 28

Salinan telah diteliti dan sesuai dengan aslinya
P KEPALA BAGIA
V4

N/—IUKUM

NIP. 197808272010011011
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LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 28 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
METROLOGI LEGAL PADA DINAS
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,
PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN

KEPALA
UPT
SUBBAGIAN
TATA USAHA
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

PENJABAT BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

ALFIAN






